
BUPATI BATANG HARI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 19 TAHUN 2O1O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HAR I NOMOR 27 TAHUN 2OO9 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O1O

DENGAN RAHI4AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

lenlmbang : a, bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Anggaran Hibah Kepada KPUD dan MNWASLU lKabupaten Batang Hari datam rangka Penyelengg ar

Pemilihan Umum Keala Daerah d Waht Kepata Daeah Tahun 2010, dipandang pertu rnerubah Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 201

tentang Penjabaran Anggaran Pendqpatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20lO;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud pada huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupr
Batang Had Nornor 27 Tahun 2009 tentang Fenjabaran Anggaran Pendapatan dan Betanja oaerah Tahun Anggaran 2010.

lengingat Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Fembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah PrDpinsi Sumate
Tengah ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndenesia Nomor 50 );

Ljndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, ltrambahr

Lembaran tlegara Repubtlk llndonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomol 12 Tahun 1994 { Lembaran Negara Republ
lndoneslaTahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubik lndonesia Nomor 3569 );

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 1997 omor 4
Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesia Nomor 3685 ) sebagaimana tetah diubah d€ngan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembal
Negara Repubtik lndonesia Tahun 2000 Nomor 245 Tambahan Negara Repubtik lndonesia Nomor 4048 );

4.Undang.Undang.,

7.

3.
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4. Undang.Undang Nofllor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Leribaran Negara Republik lndonGia Tahun 1997 Nomoli4,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 3688 );

5. Undang. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pen,€lenggaraan Negara yang Becih dan Eebas Korupsl, lolusi dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lrdonesia Nomor 3851 );

6. Undang-Undang Nonror 17 Tahun 2003 tetang fcuangan Negara ( Lembaran Negara RepuHik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara R€pubtik lndonesia |lomor.t286 );

7. Undang. Urdang Nanor I Tahun 2004 tetang Perbedaharaan Negara ( L€mbaran Negara Repubtik lndorEsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Replbtik lndonesia Nomor 4355 );

8, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tetang Pembentukan Peraturan Perundang.l.Jndangan ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndo.Esia Nornor 4389 );

9. Udang - Urdang Nomor '15 Tahun 21rc4 tetang Pemerikaan Pengetolaan dan Tanggung Jawab Keuangn Negara (Lembatan
Negara Repubtik lndonesla Tahun 2(n4 Nofi|or 66, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lrdonesia Nomor,{400 );

10. Und g . Undang Nomor 25 Tahun 2(p4 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan llasionat ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndor€sia Nomor,1421 X

11. UnddE - Undang Nomor 32 Tahun 2ql4 tentang Pemerintahan Drerah ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2004 Nornd 125, Tambahan
LEmbaran Negara ReplDtik lndonesla Nonor,1437 ) sebagaimana tetah beberapakati diubah terakhir dengan Undang - Undarts Norna 12 Tahun 2008
tentang Penibahan kedua atas Undang.Undang llomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ( LerSaran Negara Repubtik lndon€sia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lrmbaran Negara Repubtik lndorEsia nomor 48,14 );

'12. Und g. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( t€rnbaran Negara Republik
Indonesia Tahm 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor /938 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tdhun 2@1 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesla Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negarr Repubtik hdonesla Nomor 1090 );

, 14. Peraturan Pemeritah Nomor 2,t Tahun 2004 Gntang lGdudukan Protokoler dan Keuangan Plmpinan dan Anggota DPRD ( l€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 20(X Nomor 90, Ttrnbahan Lernbaran Negara Repubtik lndonesia N,omor i1416 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2m5 tetang Perubahan atas Peraturan Ferneritdh Nomor 24 Tahun 2(xX Tentang K€dudukan Protololer dan K€uangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakltan Rakyat Daerah ( Lembar.n Negara Replbtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 45,O );

15.Peraturan.....
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15. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengetolaan lGuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republiik lndonesia Tdrun 2005
Nomof 48, Tambahan Lembaran Negara Regribtik lndonesia Nomor 4502 );

16. Penturan Pernerintah NomDr 24 Tahun 2m5 tetang Standar Aliuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Repubtlk lndon6ia Tahun 2005 Nomor ,19,

Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndorEsia Nomor 4503 );

17. Peaturan Pemeritah l{,omor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor 136,Tambahan
Lembaran Negara Rqpubtik lndonesia Nomor 4574 );

18. Peraturan Pemerintahn Nomor 55 Tahun 2005 tertang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan
Lembaran Negara R@ubtik lndonesia Nomor 4575 );

19. Peraturan Pemerintahn Nomor 56 Tahun 2005 tefltang Sistem lnformasi Keuangan Das-ah ( Lembaran Negara Republik lndonesla Tthun 2005 Nomor
138,Tambahan Lembaran f,legaIa Republik lndonesla Nomor 4576 );

20. Peraturan Pemerintahn Nomor 57 Tahun ?005 tentang Hibah ( Lembaran tbgara Republik lndonesia Tahun 2005 Nqnor 139,Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 452 );

21. Peraturan Pemerintahn Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peng€tolaan lGuangan Daerah ( Lernbaran lilegara Republik lndorcsia Tahm 2005 Nomor
14o,Tambahen Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4578 );

22. Peraturan Pemerintahn Nomor 65 Tahun 2005 tedtang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Felayan ti,tinimal ( L€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 2s,Tambahan Lembaran Negara R€pubtik lndonesia Nomor 4585 );

23. Peraturan Petnerintahn Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petaporan Keuangan dan Kinerja lnltansi Pemerintah ( l.embaran Negara Repubtik lndoneEla Tahun
2005 Nomor ?s,Tambahan Lembaran Negara Repubtlk lndonesla Nomor /t614 );

24. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomo|l3 Tahun 2006 tentang Pe&man Pengetotaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Alenteri Datam l,legeri Nornor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peratumn atas Peraturan lilen.tri Datam Negerl Nornor 44 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengetota Betanja Pernltlhan Umum f\epata Daerah dan Wakil lGpata Daerah pasat 25A pada Peruabahan pasat 30 ayat 2,3,4 dan 5

' 26. Peraturan Daerah f€bupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tertang Pengelolaan Keuangan Drcrah ( L€mbaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
2006 Nomo. 5 );

27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2009 tentang ,Anggaran Pendapatan dan Belanja DaErah Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahm 20@ Nornor 9 );

28.Peraturan.......,.
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 06 Tahun 2010 tentang Laporan Keuangan Daetah Tahun Anggaran 2010;

?9, Peraturan Bupati Eatang Hari Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun AnggaGn 2010 ( Berita Daerah

f$bupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 127 h

30, Keputusan Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Ndnor 170l?1'tlDPRD tanggat 4 Juni 2010 tentang Persetujuan Usutan Penambahan
Anggaran Hibah Kepada KPt D dan BANWASLU f.ablDaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010.

AAETAUTUSKAN

netapkan : PERATUMN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUMN BUPAI BATANG HARI l{OI OR 27 TAHU 2009 TE}ITANG PENJABARAN ANGGARAI{

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARA 2OtO.

Pasal 'l

lgaran Pendapatan dan EetanJa Daerah Tahun Anggaran 2010 semuta berjumtah Rp. 520.570,409.804,60,- bertambah sejurdtah Rp.t.150.531 .03E,- sehingga menjadl

527.720.94.U2,&; dengan rlncian sebagai berikutr

Pendapatan Daerah

a) Sernuta

b) Bertambah

ntah Pendapatan setetah Perubahan

Betanja Daerdh

a) Semuta

b) Bertambah

nlah Betanja setetah Perubahan

rp l: us I Def i si t se te lah,pe ru bahan

Rp. 505. 570. 409. 804, 60

Rp. --

Rp. 505. 570.a09.90a.60

Rp. 520. 570 .409.804,60

Rp. 7.150.t531.038.00

Rp. 527.720.940.842.60

( Rp. 22.150.fi1.438,W)

3. Pembiayaan....
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3. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan

a. Semula Rp. 15.000.000.000"00

b. Bertambah Ro. --

Jumtah Penerimaan setetah Perubahan Rp.15.000.000.000.00

2. Pengetuaran

a. Semuta Rp. 200.000.000,00

b. Bertambah Rp. --

"Jmtah pengetuaran setelah Perubahan Rg. 200.000.000.00

Jumlah Pembiayaan Netto setetah Perubahan Rp.

Pasal 2

1. Pendapatan Betanja Daerah sebagaimana dinnaksr"rd datam pasat 1 terdirirdari :

1. Pendapatan Asti Daerah

a. Semuta Rp.27.922.264.900"00

b. Bertambah Rp. --

Jumlah Pendapatan Asti Daerah Setetah Perubahan Rp.27.922.264.90A,00

2. Dana Perimbangan

a. Semuta Rp. 456.785.219.745,6A

b. Bertambah Rp. --

Jumtah Dana Perimbangan Setetah Ferubahan Rp. 456.785.219.745.50

3. l,



-6-

3. Lain-lairn Pendapatan yang sah

c. Semuta Rp.20.862.925.162,,00

d. Bertambah Rp. --

Jumtah Lain-tain Pendpatan yang sah Setetah Perubahan Rp. 20.862.925.162,10

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

a. Semula

b. Bertambah

Jurntah Pajak Daerah Setetah Perubahan Rp. 4.806.500.000.00

b. Retribusi Daerah

a. Semuta

b. Bertambah

Jumtah Reribusi Daerah Setelah Perrjbahan

c. Hasil Pengetotaan Kekayaan Daerah

a. Semuta Rp. 1.550.000.000,00

Rp. 6.059.872.000,00

b. Bertambah Rp. --

Jumtah Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah setetah iPerubahan Rp. 1.550.0@.000.00

d. Lain-lain PAD yang sah

a. Semuta

b. Bertambah

Rp. 4.806.500.000,00

Rp. --

Rp. 6.059.872.000,00

Rp. --

Rp.15.505.892.900,CIO

Ro.

Jumtah Reribusi Daerah Setetah Penjbahan Rp. 1 5" 505.'892. 900.00

3. Dana perim
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3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ht^rruf b terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasit

a. Semula

b. Bertambah

Jurntah Dana Eagi Hasit Setetah Perubahan Rp. 138.990.739.742,60

b. Dana Atokasi Umum

a. Semula Rp.277.645.480.000,00

b. Bertambah Ro.

Jurntah DAU Setetah Perubahran

C. Dana Atokasi Khusus

a. Semuta

b. Bertambah

Jumtah DAK ktetah lPerubahan

Rp. 1 38.990 .739.742,60

Rp. --

Rp.40.149.000.000,CI0

Bp. --

Rp. 277. 6a5.480.000.00

Rp. 40.149.000.000,00

4. Lain-lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c terdriri dari :

Jenis Pendapatan :

a. Hibah

a. Semuta

b. Bertambah

Jumtah Dana Hibah Setetah Ferubahan Rp.__

Rp.

Ro.

b. Dana D
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b. Dana Darurat

a. Semuta Rp. --

b. Bertambah Rp.

Jurntah Dana Darurat Setetah Perubahan

c. Dana Bagi Hasit Fajak

a. Semula Rp.20.862.925.162,AO

b. Bertambah Ro.

Jurntah Dana Eagi Hasit Pajak Setetdh Perubahan Rp. 20.862.925.162.@

Pasal 3

1. Betanja Daerdh sebagaimana dimaksud datarn pasal 1 terdiri dari :

1. Betanja Tidak Langsung

a. Semuta Rp. 343.333.000.048,78

b. Bertambah Rp. 7.150.531 .038.00.

JumtahBetanjaTidakLangsung Setetah iPerubahan Rp.350.483.531.086.78

2. Betanja Langsung

a. Semuta

b. Bertambah

Rp. 177 .237 .409.755,82

Ro.

Ro. --

Ro. 177 .237 .409.755,82Jumtdh Langsung Setetah Perubahan

2. Betanja Tida
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2, Betanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud datam ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari :

1. Betanja lPegawai

a. Semuta Rp. 747.768.437.848,78

b. Bertambah Ro.

Jumtah Belanja Pegawai Setetah Perubahan Rp.247 .7 68.437 .848,78

2. Betanja Bunga

a. Semuta

b. Bertambah

3. Betanja Subsidi

a. Semuta

b. Bertambah

4. Betanja iHibah

a. Semuta

b. Bertambah

5. Betanja lBantuan Sosiat

a. Semuta

b. Bertambah

Jumtah Betanja Bunga Setelah Perubahan

Rp.

Ro.

Rp. 3.303.040.000,00

Ro.

Rp. 42.935.537.200,00

Rp. 7.150.531 .038.00.

Rp. 25.327.585.000,00

Ro.

Rp.

Rp.3.303.040.000.00

Rp.50.086.168.238.00

Jumtah Betanja subsidi Setelah Perubahan

Jumtah Betanja hibah Setelah Perubahan

Jumtah Belanja Bantuan Sosiat Setelah Perubahan Rp.25.327.685.000.00

6.E
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6. Betanja tsagi hasit

a. Semuta

b. Bertambah

Jumtah Betanja Bagilhasil Setetah Perubahan Ro

7. Betanja Bantuan Keuangan

a. Semuta Rp. 22.998.200.000,00

b. Bertambah Rp. --

Jumlah Betanja Bantuan Keuangan Setetah Perubahan Rp.22.998.200.000.00

Rp

Ro.

Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan

3. Betanja Langsung sebagaimana dimaksud datam ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari :

1. Betanja Fegawai

a. Semuta

b. Bertambah

Jumtah Betanja Pegawai Setetah Perubahan

8. Betanja Tidak terduga

a. Semuta

b. Bertambah

2. Betanja Barang dan Jasa

a. Semuta

b. Bertambah

Rp.1 .000.000.000,00

Rp. --

Rp. 32.162.435.900,00

Ro.

Rp. 80.822.268.983,60

Rp. --

Rp.1.000.000.000.00

Rp.32.152.435.900,00

Jumtah Betanja Barang dan jasa Setetah Perubahan Rp.80.822.268.983,60

3.Betan



Jumtah Betanja Modat Setetah Perubahan

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimakud dalam ayat ( 1 ! terdiri dari :

1. Penerimaan

a. Semuta

b. Bertambah

JumtahPenerimaan Setetah Perubahan

3. Betanja Modat

a. Semula

b. Bertambah

a. Semuta

b. Bertambah

Rp. 64.252.704.817,22

Rp. --

Rp. 15.200.000.000,00

Rp. --

Rp. 200.000.000,00

Ro.

Rp.

Ro.
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Ro. 64.252.704.817,22

Pasal 4

Rp.15.200.000.000.00

Rp. 200.000.000,00

Ro.

2. Pengeluaran

a. Semuta

b. Bertambah

Jumlah Pengetuaran Setelah Perubahan

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud datam ayat ( 1 ) terdiri dari :

1. SitPA Tahun anggaran sebelumnya

JumtahPenerimaan Setetah Perubahan

2. Pencaira
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2. Pencairan Dana Cadangan

a. Semuta

b. Bertambah

Jumtah Pencairan Dana'Cadangan Setetah Perubahan Rp.

3. Hasit Penjuatan kekayaan daerah yang dipisahkan

a. Semuta

b. Bertambah

Jum[ahHasitPenjua[ankekayaan5ete[ahPerubahanno-

4. Penerimaan pinjaman Dearah

a. Semuta

b. Bertambah

Rp.

Ro.

Rp.

Ro-

Rp.

6. Penerimaan Piutang

a. Semuta

b. Eentambah

Rp.

Rn.

Jumtah Penerimaan Piutang Perubahan Ro.

L
Jumtah Penerimaan Pinjaman Daerah Setetah Perubahan Rp.

5. Penerimaan kembati pemberi pinjaman

a. Semuta Rp.

b. Bertambah Ro.

JumtahPenerimaankembatiPinjamanDaerahPerubahanL

3.Pengt
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3. Pengetuaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari :

1. Pembentukan dana cadangan

a. Semula

b. Bertambah

Jumtah Pe,mbentukan dana cadangan Setelah Perubahan Bp.

2. Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah

a. Semula

b. Bertambah

3. Pembayaran Pokok

a. Semuta

b. Bertambah

4. Pemberian Pinjmaan

a. Semula

b. Bertambah

Jmt Pembayaran Pokok Setetah Perubahan

Rp.

Rn.

Jml Penyertaan Modal ( lnvestasi ) Pemda Setelah Perubahan Bp,

Rp.

Ro.

Ro.

Rp.

Rn

Jmt Pemberian Pinjaman Setetah Perubahan Ro.
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Pasat 5

'aian lebih tanjut Perubahan Aoggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasat 1, tercantum datam tampiran yang merupakan bagian yang tidak

pisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari :

. Lanpiran I Ringkasan APBD;

. Lanpiran ll Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

. La[piran lll Ringkasan APBD menuntt Urusan Pemerlntah Daerah, Organisasi, Pendapatan,Betanja dan pembiayaan;

. Lanpiran lV Ringkasan APBD menuntt Urusan Pemerintah Daerah, Organtsasi, Program dan Kegiatan;

. Lafipiran V Relepitutasi Belanja Daerah untuk Kesetarasan dan keterpaduan Urusan Pemerlntah Daerah dan Fungsi datam kerangka

Pengelotaan Keuangan Daerah:

. Lanpiran Vl Daftar Jumtah Pegawai Percotongan dan per Jabatan;

. LanpiEn Vll Daftar Piutang;

. Larpiran Vlll Daftar Peyertaan l odal ( lnvestasl ) Daerah;

, Larpiran X Daftar PerkiGan penambahan dan t€ngurangan aset tetap daerah;

I,Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tainnya;

,Lampiran Xl Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebetumnya yang Betum dlselesaikan dan dianggarkan kenbati datam tahun ini

Llampiran Xll Daftar Dana Cadangan Daerah; dan;..
.Lampiran Xlll Daftar Pinjaman Daerah dan obtigasi Daerah.

Pasal 5.....
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Pasat 6

Peraturan Daerah ini mutal b€rlaku pada tanggat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, mernerintahkan pengurdangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah lhbupaten Batang Harl.

Ditetapkan Di Muara Bulian
Pada Tanggat gg- e - 2AIA

BUPATI BA
-

Diundangkan di Muara Butian
Pada tanggal 2010
SEKRETARIS.DAERAH IKABUPATEN BATANG HARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2010 NOMOR : 3l


